PERATURAN DAERAH PROPINSI BANTEN

NOMOR 29  TAHUN 2002

TENTANG

PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI| DAN TATA KERJA
BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL DAERAH

Menimbang

Mengingat

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

(W

GUBERNUR BANTEN,

oahwa dalam rangka pelaksanaan Undang-urdang
Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan
Daerah dan Undang-undang Momor 23 Tahun 2000
tentang Pembentukan Propinsi Banten, perlu ]
membentuk Susunan Organisasi dan Tata Kerja -

Badan Koordinasi Penanaman Modal Daerah
Propinsi Banten:

bahwa pembentukan Susunan Organisasi dan Tata
Kerja Badan Koordinasi Penanaman Modal Daerah
Propinsi Banten sebagaimana dimzaksud pada huruf
a di atas perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang
Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55
Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041)
sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang
Nomor 43 tahun 1999 (Lembaran Negara Republik
ndonesia Tahun 1999 Nomor 169. Tambahan
Lembaran Necara Nomor 3890);

Undang-undang Nomor 22 Tahun 1992 tentang
Pemeiintahan Daerah (Lembaran Negara Repuh!ik
Indonesia Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 2839);

Undang-undang Nomor 25 tahun 1988 tentang
Penmbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusgt
dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Na2gara
Nomor 3848);



4. Undang-undang Nomor 28 Tahun 199]
tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersi
Dari Korupsi, Kolusi dan Nepptlsme (l_embararc
Negara Republik Indonesia Tahun 199¢
Nomor 75, Tambahan Lembaran Negarz
Nomor 3851) ‘

5. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2000
tentang  Pembentukan  Propinsi | Baqten
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tanun
1999 Nomor 182, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 4010);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000
- ——-—lentang  Kewenangan Pemerintah  dan
Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2000 Nomor 54, Tambzhan Lembaran Negara
Nomor 3952),

7. Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2000
tentang Pedoman Organisasi Perangkat

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2000 Nomor 155):

8. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001
lentang Pembinaan dan Pengawasan Alas

renyelenggaraan “emerintah Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2001 MNomor 4% Tambahan

Lembaran Negara Normor 4080)

9. Peraturan Pemerintah Nomor 3¢ Tahun 2001
tentang Penyelenggaraan Cekonsentrasi
(Lembaran Negara Repubiik Indenesia Tahun

2001 Nomor 61, Tambahan Lembaran

Negara Nomor 4095); S

10. Keputusan Presiden Nomor 177 Tahun 1999
tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan

Presiden Nomor 97 Tahun 1993 Tentang Tata
Cara Penanaman NModal:

1. Keputusan Presiden Nomor 127 Tarun 1999
tentang Perubahan Atas Keputusan Presiden
Nomor 26 Tahun 1980 tentang Pembentukan
Badan Koordinasi Penanaman Niodal Daerah;



12. Peraturan Daerah Momor 2 Tahun 2002
tentang Rencana Strategis Daerah (Lembaran
Daerah Tahun 2002 Nomor 3); %

13. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2002
tentang Tata cara Pembentukan dan-Teknik
Penyusunan Peraturan Daerah (Lembaran
Daerah Tahun 2002 Nomor 4).

Dengan persetujuan

CEWAN PERWAKILAN RAKVAT DAERAR
PROPINSI BANTEN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan © PERATURAN DAERAH PROPINS! BANTEN

' TENTANG PEMBENTUKAN, SUSUNAN
ORGANISASI DAN TATA KERIA BADAN
KOORDINASI PENANAMAN MCDAL DAERAH
PROPINS| BANTEN

BAB |
KETENTUAN UMUM

- Pasal 1

L,anam Peraturan Daerah ini » ang dimaksud dengan :
. Daerah adalah Propinsi Banten
2  Pemerintah Daerah adalah Gubernur,

daerah cionom yang 1a|n sebagaI Sadar
Propins: Banten;

Gubernur adgalah Gubernur Baniwcn;

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selaniuinya disebut DPRD

adalah Badan Legislatif Daerah Propinsi Banter:

5  Sekretariat Daerah yang selanjulnya diseput SETDA adalen
Sekretariat Daerah Propinsi Banten,

5 Sekretaris Daerah yang selanjutiya disebut SEKDA adealah
Sekretaris Daerah Propinst Banten;

peseria perangkat
Eksekutif Daerah

I W



7. Badan Koordinas Penanaman Modal Daerah yana
selanjutnya disebut Badan adalah Badan Koordinasi
Penanaman Modal Daerah Propinsi Banten:;

8. Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Daerah

selanjutnya disebut Kepala adalah Kepala Badan Koordinasi
Penanaman Modal Daerah Propinsi Banten,

Eselon adalah tingkatan jabatan struktural;

Kelompok Jabatan Fungsional adalah kelompok Pegawai
Negeri Sipil yang diberikan hak dan wewenang sesuai
keahliannya dalam rangka menunjang tugas dan funagsi
Badan Koordinasi dan Penanaman Modal Daerah.

BAB |l
PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Badan Kooidinasi
Penanaman Modal Daerah Propinsi Banten.

BAB il
KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

Bagian F_’-ertama
Kedudukan

Pasal 3

Badan Koordinasi Penanamar Modal Daerah merupakan unsur
pelaksana pemerintah Propinsi, dipimpin oleh. seorang Kepala,

yang berade di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur
melalui Sektéraris Daerat.

Bagian Kedua
Tugas

Pasal 4

dadan Koordinasi Penanaman Modal Daerah
membantu Gubernur melaksanakan kewe

cekonsertrasi dain tugas pembantuan
~odal

mempunyai tugas
Nangan desentrzhisast,
dibidang penanaman

4



Bagian Kehaa
Fungsi

Dasal 5

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal'4,

d

e

ZF

k.

m.

Badan Koordinasi Penanaman Modal Daerah mempunyai fungsi

pelaksanaan penyelenggaraan pemenntah Propinsi dibidang
penanaman modal;

perumusan dan penyusunan rencana kerja serta kebijakan
teknis dibidang penanaman modz! di Propinsi Banten,
penyelenggaraan pelayanan penaraman modal daeran pada
pemerintah Propinsi Banten:

pembenan perijinan penanaman madal di Propinsi Banten
dalam rangka tugas pembantuan, dJesentralisasi dan
dekonsentrasi serta pelaksanazn pelayanan umum iintcs
Kabupaten/Kota:

pelaksanaan kerja sama dibidang penanaman modal dengan
Kabupaten/Kota:

pengidentifikasian sumber-sumber pctensi daerah secara
menyeluruh untuk  kepentingan perencanaan dan
pengendalian pembangunan dibidang penanaman modal
Propinsi;

pengkoordinasian pelaksanaan promosi penanaman modal;
pelaksanaan  pengawasan  dan  pengendalian  atas
pelaksanaan penanaman modal; 4

penyediaan dukungan penyelenggaraan pendidikan dan
pelatihan teknis dibidang penanaman modal:
penyelenggaraan sistem informasi dan perencanaan tata
ruang dibidang penanaman modal di Propinsi Banten;
pelaksanaan pengelolaan urusan tata usaha Badan;
penyusunan dan penyampaian laporan - secara berkala
pelaksanaan penanaman modal kepada Gubernur, dan
kepada Badan Koordinasi Penanaman Modai Republik
Indonesia/Pemerintah Pusat:

pelaksanaan tugas lain yang diberikar oleh Gubernur sesuai
dengan tugas dan fungsinya.
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ananaman Moda! Daerah

Kepala;

Sekretariat: ‘

Bidang Program dan Promosi: .
J g i

Bidany Perijinan dan Pengembangar Sumber Day

Bidang Pemtinaan dan Pengendalian;

Kelompek Jazatan Fungsional.

Pasal 7

Sekretariai Szdan dipimpin oleh Sekretaris yang mempitye)
tugas “€nyusun  rencana  rutin, mengkoormlnasilkan.
mengarahkar dan mengevaluasi oelaksanaan <egiatan
urusan admunistrasi sema menetapkan kebijaxan tek.ms
dibidang keiangan, Keoeggawaian, masalah umum dan
perlengkapan di lingkungan Badan Koordinasi Penanaman
Modal Daeran Propinsi Banten sesual dengan peraturan
Perundang-uncangan yang berlaku sebagai pedoman kerja.
Untuk meiaxsanakan fugas sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) Pasa: ini, Sekretar:zt Radan mempunyai fur
d.  PEngXoCriInasian, £n<renisas)
Ingkurca: Badan:
b, pengkocrzinasian

=
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dan Inis

Csrencanaan dan

cerumusan
kebjarz- ~uun Bagz~

€. pembiizz- dan Peaysenan administras Ketaiausahaan,
orgenisas dan :«etata!aksanaan, kKeoegawaizan,
Keuangan periengkapan dan rumah tangga Béde;n; |

¢. pembinaan pendidikan dan pelatihan  pegawa; di
lingkunge- Badan: .

€ pengkocrzinasian peEnyusunan Peraturan parundana-
undangar yang berkaian dengan tugas Badan i

f.  pelaksanzan tugas izin yang

Badan sesua; dengan aas dan f
Sekretariat Sanzn membawahican:
a. Sub Bacian Keuangan:
b, Sub Bagiz- Kepegau.z:
C. SubBagian Upsype

ungsinya
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w

Bidang Proagramy  dbay Plromosy  mempunyanl tugas pokok
perumusan rencanag dan progiany, penqgqumpulan dap
penaolahan data, penyebarluasan nformaa potrns
penakaran dan PENYUSHNAN Proaram tahunan  metakakan
hoordinast promosi, kerjasama dan penggalangan seluruh
potensi sumberdaya dalar: kegiatan investasi di Propins
Banten.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada
?yal (1) Pasal ini, Bidany Program dan Promosi mempunyat
ungst :

a. pengumpulan, pengolahan dan penginformasian data
potensi penanaman modal:

. pembinaan dan pengembangan kegiatan penelitian dan
pengkajian data potensi untuk keperluan penyusunan
program serta promosi:

c

pembinaan dai. pengembangan penyusunan program

Badan Koordinasi Penanaman Mcdal Daerah;

d  pembinaan, pengembangan dan pengkoordinasian
kegiatan promosi:

€. pelaksanaan tugas lain yang diberikan cleh Kepa'a
Badan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Kepala Bidang Program dan Prémos! mambawahkan :

- a  Sub Bidang Gata dan Informast:

(2)

D. Sub Bidang Penyusunan Program,
¢.  Sub Bidang Promosi dan Kerjasama.

Fasai 9

Bigang Perijinan dan Sumber Daya mempunyai tugas

merumuskan ketentuan-ketentuan pelaksanaan perijinan

penanaman modal, rencana dan oprogram, pengkajian dan

pengembangan sumber daya daiain kegiatan investasi.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) Pasza! ini, Bidang Perijinan dan Sumber daye

mempunyai fungsi : .

a. pembinaan dan pengembangan kegiatan perijinan,
peraturan dan perundang-undangan penanaman modar;

b pelaksanaan proses perijinan penanaman modal dan
pemberian fasilitasi:

¢ pelaksanaan proses perijinan Tenaga Kerja ~sing.
d. pelaksanaan pembinaan-pengembangan sumber da, 3.
e pembinaan darn pengkoordinasian kegiatan

pengembangan nenanaman modal:



2ary

' PEAgRoOrdinasian,  pembinaan  dan pengembangan

kegiatan aplikasi perubahan dan perluasan penanaman
modal;

G pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala

| Badan sesua; dengan tugas dan fungsinya ;
Kepala Bidang Perijinan dan Pengembangan Sumber daya
membawahkan -
a  Sub Bidang Perijinan dan Fasilitasi:
b Sub Bidang Periiinan tenaga Kerja:
C  Sub Bidang Diklat Penyuluhan.

Pasal 10

Bicang Pembinaan dan Pengendalian mempunyai tugas
membinz dan mengembangkan seria melakukan monitoring,
pengencalian, pengawasan sera evaluasi dan pelaporan
lentang Kkeoiatan investasi di Propinsi Banter. Meiakukan
penelaahan,  imemberikan pertimbangan dan  saran
pémecanan masalah serta korseptuat,

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada

ayat {7, Fasal . Bidang Pembinaan dan Pengendalian

mempt.nyai fungst

a  peaxsanaan peneltian  dan pengkaiian  terhadep
peraluran perundanc-undangan yang dikeluarkan oleh

Kepale Badan Koordinasi Penanaman Modal Daerah

Pizpinsi Banten:

P 2nsanaan monitorng, pengendalian dan pengawasan

xegiatan investasi baix Penanaman Modal Asing maupun
Penanaman Modal Dalam Negeri di ing<ungan Propinsi
Banten; _

C peayusunan faporan fasii  monitoring. pengawasan
kKegiatan penanaman modal,

d  perumusan kebijakan pengendalian dan pengawasan
bagi kegiatan penanaman moaoal yang telah disetujui oleh
pemerintah  sesuai dengan pelimpahan
mentert yang bersangkutan;

€. sosialisasi mekanisme pergendalian dan pengawasan
dagl penanaman modal sesuai dengan
perundang-undangan yang berlaku;

f peleksanaan tugas-tugas fain yana diberikan Kapala
Badan Koordinasi Penanaman Madal Daerzh:

a.  pernyusunan dan penvampa:kan laporan hasil Pembinaan
dar Pengendalian “zoad-: Kepala Badan Koordinasi
Pernanaman ivicda) Dasran

wewenang

peraturan

h pelarsaraan wgas ‘an Leng diberikan olal Kapala
Batan sesud dengas wzas dan fung=inya



(3) Bidang Pembinaan dan Pengendalian membawahkan
a. Sub Bidang Monitoring dan Pengendalian, Y
b. Sub Bidang Evaluasi dan Pelaporan; A
c.  Sub Bidang Pembinaan.

Pasal 11

Bagan Struktur Organisasi Badan Koordinasi Penanaman Modal

Daerah sebagaimana tercantum dalari Lampiran Peraturan
Daerah ini

BAB V
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL o

Pasal 12

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakar

sebagian tucas Pemerintah Daerah sesuai dengan keahlian dan
kebutuhan

Pasal 13

(1) Kelompek Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tena
fungs:icnal yang diawr dan ditetapkan berdasark
peralurzn perundang-undangan yang-berlaku B

(2) Kelemgok Jabatan Fungsional sebzgaimana dimaksud dalam
ayat (7 : dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yanc
ditun;ur

(37 Jumlaf tenaga fungsional sebagaimana dimaksud daiam
ayat (1, citentukan berdasarkan kebuiuhan dan beba kerja.

(4) Jenis can jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud
dalam ayat (1) ditentukan berdasar<an peraturan perundang-
undarczn yang berlaku. ; ;

(5) Kelomgcx Jabatan Fungsional mempunyai tugas sesuai
dengar oeraturan perundang-undangan yang beriaku.

]
2

-
=
e
-

BAB VI
PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN

Pasal 14

(1, Pejaba: Struktural =<elon || dan Pejabat Fungsional paca
Badan Koordinasi Penanaman Modal Daerah diangkat dan
diberrnentkan oleh Gubernur dari Pegawai Negeri Sipit yarg
memenuhi syarat sesuai dengan ketentuan perundar:-
undarcan yang berlaku

9



(2) Pejabat S:utnn g .

Penanaman Modal Daerat o S
(_vuber_nur dan Pegawa, Negen Sipl yang memenuin svaras
Sesual dengan ketentuan perune

I W
VU Bty | :
¥

s fang-undangan vang beriaky
(3) Pemberhentian Peqawar Negen Sipi dan Jabatan atrakiral
dan Fungswml sesual dencan ketentuan oo ~ann
undangan yang betlaku,
BAB VI
PEMBIAYAAN
Pasal 15

Pemb!ayaan Badan Koordinasi Penanaman Mogal Caerah
Prop;qm Banter dibebankan kepada Anggaran Pencapa‘zn dan
Belanja Daerah dan sumber-sumber pembiayaan lzinnyz vang
syah sesuai ketsntuan perundang-undangan yang berizxu.

BAB Vil
TATA KERJA

Pasal 16

Dalam me.aksz~akan tugas setiap pimpinan unit orczniszs: dan
kelompok tenaza fungsiodal di ingkungan Badar Koc-dinasi
Penanamzn izdal Daerah Propinsi wajib meneraz<an z-insip
koordinas.. inteczrasi dan sinkronisasi baik dalam lincxkuncannya
Mmaupun ariar sziuan organisasi di lingkungan Pemeri~:zh L zerah
sefta dengan ~stansi lain di luar Pemerintah Dzz-zh z=sual
denqan tuzzsnv

8%

BAB IX
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 17

Pemaniaaien sarana, prasarana, sumber days aczratur
kepegawaian can pembiayaannya diatur lebih iarut cangan
Keputusan Gubernur,

BAB X
KETENTUAN FPENUTUD
Pasal 18
Uraian tugzs gz masing-masing Jat:atan Strukturai zzde Zadan
Koordinas: “erznaman Modal Deerah disusun secz-z terzandir

dalam KegLiusz~ Gubarnur



Fasai 1¢
Kewentuan lainnya, sebagai kelengkapan dan  pelaksanaan
Peraturan Daerah ini akan diatur dan ditetapkan ‘ersendir dalam
Keoutusan Gubeinur

Pasal 20

Dengan ditetapkannya Peraturan Daerah 111 maka segala
Peraturan Perundang-undangan yang menrgatur hal yana sama
dinvatakan tidak berlaku laai »
Pasal 21
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangk
ag . gkan

Aga- Sletlap orang dapat mengetanuinya,  memerintahkan
iu» ztnaangan Peraturan Daerah ini calam Lembacan Daeran
Crooanst Banten,

Oiteizpkan di Serang
pace tanggal 27 ¥ei *007

GUBEFRNUR BANTEN,
d

H.D. MUNANDAR

SEKRETARIS DAERAH
PROPINSI BANTEN

ttd
DRS. H. AYIP MUFLICH

Pembina Utama Muda
NIP. 010 096 099

LEIBARAN DAERAR PROPINSI BANTEN TAHUN 2002 NOMOR 30

322714 0D ‘
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PENJELASAN

ATAS RANCANGAN A
PERATURAN DAERAH PROPINSI BANTEN

NOMOR 29 TAHUN 2002

TENTANG

FPEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL DAERAH
PROPINSI BANTEN

A UMUM

Bahwa dengan ditetapkannya Undang-undang Nomor 22
Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daeran, Undang-undang
Nomer 25 Tahun 1959 tentang Perimbangan Keuangan antara
Pemerintahan Pusat dan Daerah, Peraturan Pemerintahan
Nomor 25 Tahun 2000 ientang Kewenangan Pemerintahan dan
Kewenangan Pemerintahan Propinsi sebagai Daerah Otoriom
serta dengan ditetapkannya Undang-tindang Nomor 23 Tainun
2000 tentang Pembentukan Propinsi Banteri, maka dengan
adanya paradigma baru dalam “sistem Pemerintahzn Negara
Republik Indonesia, yaitu adanya penambahan jumlah Propinsi,
can Propinsi Banten adalah Propinsi ke 30. Perubahan yang
cukup  signtiikan  tersebut diantaranya pada petaksanaan
Pemernntahan di Daerah vyaitu adanya pengembangan Daerah

Ctonom yang luas, nyata dan hertangaung jawab baai Daerah
Propinsi, Kabupaten/Kota.

Pemtzrian  otonomi  kepada Daerah sebagaimana
diyelaskan galam Peraturan Perunuang-undangan tersebut di
atas, memberikan kepada Daerah lebih fuas dan bertanggung
jawab dalam  menentukar  jumiah, dan  nomenklatur
Kelembagaan Perangkat Daerah = yang disertai adanya
pelimpahan pembizyaan, sesuai dengan kewenangan Daerah
gan dilaksanakan oleh Daerah oerdasarkan kebutuhan,
potensi. karakteristik dan kemampuan Daerah itu sendiri

Perubahan yang mendasar dari sisi keiembagaan juga
disertai perubahan yang signifikan pada garis kebijaksanaan,
xoordinasi. pengendalian serta pertanggungjawaban Perangkat
Daerah Sebagaimana diamanatkan dalam Undang-undana
Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pc—erintahan Daerah bahwa
Perangkat Daerah terdiri dari Sekretariat Daerah, Dinas Daerah

dan Badan Koordinasi Penanaman Modal Daerah, sewvagai
Lembaga Tekmnis Daerah,



man Modal Daerah adalah

: h dalam
~ nerintahan  Daera t
sebagai unsur penunjang Pei : ang ju
melaESdnakan peﬁydenggafaa_n Pem:”? tﬁga: kgbfn:;wlz:
dan besaran organisasinya disesuaixal
Daerah

T > kat Daerah
Fembantukan Orgamts‘?l haruzwracgga;;arkan paga
sebagaimana dijelaskan diata iensi dan kemampisan
kebutuhan, kondisi, karakterictik, Pote ‘emoerhatiar
Daerah, dengan selalu i .dan nd' tgr da!\al~I
bidang/kelompok kewenangan sebagamana did an:
Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 yang mengatu;
dan menetankan perimbangan keuangan antara Pemerintah
Pusat dan Daerah, agar nantinys dalam pelaksanaar
penyelenggaraan Pemerintahen di Daerah tidak memberatkan
bagi Daerah dalam sektor/segi pembiayaannya.
Bahtwa sebagaimana telah diatur dalam Undang-undang
Nomor 22 Tahun 1959 pelaksanaan azas dekonsentrasi
diletakkan pada Daerah Fropinsi dalam kedudukannya sebagai
- Wilayah  Administrati  untuk  rnelaksanakan  kewenangzn
Pemerintahan tertentu. veng dilimpahkan kepada Gubernus
sebagar veakil Pemerintah, secangkan azas pelaksanaan tugas
perabantuan diproyeksikan sebagian akan dilaksanakan oleh
Pemerintz~ Prozinsi dan sebazian icinnya akan dilaksanakar
bahkar dimungkinkan oler

Badan Koordinasi Penana

oleh Das-ah Kabupateni¥sia
Desa/Kelu-anan.

Sebzgaimana’ teleh  cdiketahui dalam Undang-undang
yang me~gatur Pemernian

nén  Daerah sebelumnya yaiiu
Undang-urgang Nomcr 5 tznun 1574 tentang Pokok-pokaox
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Negeri, Urit Peleksana Teknis Oinas dan Instansi Vertikal di
Daerah.
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Dari hasil kajian dan penataan dimaksud ditetapkan
Peraturan Daerah Propinsi Banten tentang pembentukan
organisasi Perangkat Daerah, yang pada gilirannya akan
melaksanakan tugas dan kewenangan Daerah Propinsi sesuai
kebijakan yang ditetapkan oleh Gubernur berdasaikan pada
ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku,
dalam rangka penyelenggaraan umum Pemerintahan,
pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat.

Atas dasar tugas dan fungsi serta beban kerja Badan
Koordinasi Penanaman Modal Daerah, maka untuk kelancaran
pemberian pelayanan kepada masyaraxat dalam melaksanakan
penyelenggaraan Pemerintahan, pembangunan dan pelayanan
kepada masyarakat perlu meniniau kembali Keputusan
Gubernur Nomor 03 Tahun 2001 tentang Pembentukan,

Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah
Propinsi Banten.

PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 sampai dengan Pasal 21 cukug jelas.

TAMBARAN LEMBARAN DAERAH NOMMOR



